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ABSTRAK
Artikelinimengkajitentangkeabsahanpenyelesaianklaimperjanjianasuransimelaluiex- gratia.
Penyelesaianklaimperjanjianasuransimelaluinonlitigasiyaitudengan cara negosiasi,
mediasimelalui Badan Mediasi dan ArbitraseAsuransi Indonesia (BMAI), Ajudikasi dan
Arbitrase. Akan tetapibelakanganmulaibanyakperusahaan-
perusahaanasuransidalammenyelesaianklaimperjanjiannyamenggunakan ex gratia.
DalamUndang-undangNomor 40 Tahun 214 tentangAsuransitidakditemukanpasal yang
menjelaskanex gratiasebagai salah satusaranapenyelesaianklaimperjanjianasuransi. Begitu
juga  dalamUndang-UndangNomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase  Dan
AlternatifPenyelesaianSengketatidakditemukanketentuan ~ yang  jelas.  Untukitulah,
melaluipenelitianiniakandiungkap dan dianalisiskeabsahanhukumpenggunaan ex gratia
sebagaiwahanapenyelesaianklaimperjanjianasuransi.

Kata kunci: Keabsahan, Klaim Perjanjian Asuransi, Ex Gratia dan Kepastian Hukum

%’S TRACTI

This article examines the validity of the settlement of insurance claims through ex-gratia.
f@rtlement of insurance claims through non-litigation, namely by negotiation, mediation
through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI), Adjudication
and Arbitration. However, receifgl}), many insurance companies have begun to settle claims
using ex gratia agreements. In LY Number 40 of 214 concerning Insurance there is no
article that describes ex gr{EB as one of the settlements of the insurance agreement
settlement. Likewise, in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative
Dispute Resolution, there are no clear provisions. For this reason, through this research,
the legal validity of the use of ex gratia will be disclosed and analyzed as a vehicle for the
settlement of insurance agreements.

Keywords: Validity, Insurance Agreement Claims, Ex Gratia and Legal Certainty
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Secaraterminologis,
perjanjianmerupakansuatuhubunganhuku
mantara dua orang (piihak pertama dan
kedua) atau lebih dalam bidangkekayaan
dan hartabenda. Antara para pihak ini,
ataudua orang, yang
satudiberikanhakuntukmenuntutsedangka
n yang lain
diwajibkanmemenuhituntutanitu®. Begitu
juga

dalamPerjanjianasuransiterjadikarenaada

duabelahpihak yang
salingmengikatkandiri. Perusahaan
asuransi  sebagai  perusahaan  jasa

keuangan, pada satu sisi menjual jasa
kepada pelanggan, sedangkan pada sisi
lain adalah sebagai investor dari tabungan
masyarakat kepada investasi yang
produktif®.Untuk itulah perjanjian
asuran% disebut perjanjian konsensual®
atau perjanjian timbal balik yang

menimbulkan hak dan kewajiban diantara

' R. Subekti, Pokok-PokokHukumPerdara,
(Jakarta: PT. Intermasa,1978), hlm 10
*Rhezalmadasari, PenyelesaianKlaimAsuransi
Jiwa  MenurutKlaim Ex-Gratia, Unnes Law
Jo@#h1, ULJ 2 (2) (2013), hlm 73-78

* Sri Redjeki Hartono, HukumAsuransi dan
Perusahaan  Asuransi, (Jakarta: SinarGrafika,
1999), him 8 m

4Lili Liana, Hukum Asuransi; Perlindungan
Hukum Bagi Nasabah Dalam Menyelesaikan
Klaim Asuransi Jiwa di Indonesia, (Yogyakarta;
LaksBang Justitia, 2019), hlm 51

para pihak yang mengadakan perjanjian
tersebut.

Dalam kaitan dengan perjanjia
asuransi itu, yang perlu diketahui bagi
pihak tertanggung pada awal perjanjian
yaitu mengenai pembayaran klaim
asuransi bisa berdasarkan klaim murni
dan klaim ex-gratia.
Pembayaranklaimmurnidilakukan  oleh
perusahaanasuransiapabilaprosedurklaimt
elahmemenuhipersyaratan dan dilampiri
oleh dokumenpendukung yang lengkap®.
Sedangkanklaimex-
gratiamerupakanpembayaranklaimatassu
aturesiko yang dijamindalam polis,
akantetapidalamtataranimplementasi  di
lapangan, yang tertulisdalam polis
kurangmemenuhipersyaratanteknis yang
diperlukan®.

Hal__tersebut sesuai ketentuanPasal
255 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD), yang berbunyi: *
perjanjianpertang gunganharusdibuatsec
aratertulisdidalamsebuahakta yang
disebut polis. Polis
inisebagaialatbuktitertulisbahwatelahterj
adipertanggunganantarapenanggungden
gantertanggung. Di  dalam  polis

tersebutdisebutkanbahwasemuaketentuan

SRheza Imadasari, Op.Cit
Sibid
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dan  persyaratantentangpertanggungan
yang telahdibuat.””

Atas  dasar itulah maka
penyelesaian klaim perjanjian asuransi
baik yang murni maupun ex gratia harus
memenuhi prosedur yang tertulis dalam
polis,  kar ia merupakan akte
perjanjian yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak yang melakukan
perjanjian. Klaimex-
gratiamerupakanpenyelesaianklaimperjan
jian asuransi yang
didasarkanatasadanyahubunganbaikantara
keduabelahpihak yang
salingmengikatkandiri.Untukitulahex
gratiaseringkalidigunakansebagaisolusiu
ntukmenyelesaikanklaimperjanjianasuran
si.

Umumnya, ex-gratia dipilih guna
menjaga kepercayaan dan menjaga nama
baik  perusahaan asuransi  sebagai
lembaga keuangan nonbank yang
menghimpun dana masyarakat melalui
pembayaran premi sebagai kompensasi
dari risiko yang dialihkan oleh pihak
tetanggung. Sebab,
asuransimerupakanbisniskepercayaan,
sehingga dana yang

terhimpunharusdikeloladenganbaik  dan

7R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang
Kepailitan, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2011),
101

untukkeberlangsungannya,
perusahaanasuransiharusmenjagatrustteru
tamadalammembayarklaim yang diajukan
oleh tertanggung.
Untukmengurangisengketaklaimte
rsebut, konsepex-gratiadapatditerapkan.
Ex gratiaadalahpembayaranklaim yang
dilakukan oleh
perusahaanasuransisebagaipihakpenangg
ung, yang sebenarnyasecarateknis atau
legal
menimbulkanpersoalansehinggaperusaha
antidakmemilikitanggungjawabuntukme
mbayar,
akantetapikarenakebijaksanaandariperusa
haantetapdibayarmelaluipembayaranex-
graria.s Secara subtansial, ex-
gratiadapatberfungsisebagaibentukperlin
dunganhukumbagipenanggung dan
tertanggung dan sebagai alternative
penyelesaiansengketadiluarpengadilan
(nonlitigasi), akantetapikonsepEx-
Gratiadalamhukumperasuransi di

Indonesia belummenjadiketentuan yang

mengikat para pihak,
sehinggapenerapannyatergantungdarikebi
jaksanaan dan
kesepakatanantarapenanggung dan
tertanggung.

HBalrisS()},n:r, Warranties in Marine Insurance,
(United State: Covendish Publishing, 2006), hlm.
287
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Namun, yang menjadi problem
adalahadanyakekosonganhukumdalampe
nggunaanex  gratiasebagai  alternatif
penyelesaian

Sebab, dalam

klaimperjanjianasuransi.
undang-undang
perasuransian, ex-gratiamemangtidak
diatursecara khusus, begitu juga dalam
polis Meskipuntidakadaundang-

undangkhusus, penerapanex-gratiatetap

digunakan dan dianggapsah, dengan

alasanhukummerupakansuatu  ilmuyang

bersifatdinamis dan
mengikutiperkembangan yang
adadalammasyarakat, = walaupun  di

dalampelaksanaannyamenimbulkansuatu
keadaan baru yang terkesansubjektif.
Secara umum, praktikex-gratia
dalam perasuransian memang tidak
bertentangan dengan ketentuan yang
berlaku
karenadibuatatasdasarkesepakatan  para
pihak yang berkepentingan. Akan tetapi
dari sisi aturan ex-gratiadalam
kondisiketidakjelasan
karenabelummemilikiaturan yang
mengikat dan spesifiksehingga akan
selalu  bersifat subjektif dan lebih
mempunyai kecenderungan digunakan
ketika hubungan nasabah  dengan
perusahaan mempunyai kelebihan dari

sisi bisnis. Dalam konteks inilah maka

muncul pertanyaan, bagaimana status

™
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hukum penyelesaian klaim perjanjian
asuransi melalui ex gratia? Apa memiliki
kekuatan hukum penyelesaian klaim
perjanjian asuransi melalui ex gratia?
12 Perumusan Masalah

Berdasarkan deskrispsi di atasa,
maka muncul pertanyaan, bagaimana
status  hukum  penyelesaian  klaim
perjanjian asuransi melalui ex gratia?
Apa  memiliki  kekuvatan  hukum
penyelesaian klaim perjanjian asuransi
melalui ex gratia?
1.3 Metode Penelitian

Paradigmapenelitian yang
digunakandalampenulisanartikeliniialahp
adigmahukum normative.
Dalampenelitianhukumnormatif, data-
data skunder yang
bersumberdariperaturanperundang-
undangan, buku, jurnal dan artikelilmiah
yang
relevandigunakansebagairujukanutama.
Artinya, sebagaimana dikemukakan Peter
Mahmud Marzuki,
penelitianhukumnormatifmerupakansuatu
proses dalam rangka untuk
menemukansuatuaturanhukum,  prinsip-
prinsiphukum, maupundoktrin-
doktrinhukumgunamenjawabisuhukum
yang diteliti™. “Pada

penelitianhukumjenisini,
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,
(Jakarta,:Kencana Prenada, 2010), hlm 35.

7
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seringkalihukumdikonsepkansebagaiapa
yang
tertulisdalamperaturanperundangundanga
natauhukumdikonsepkansebagaikaidahata
unorma yang
merupakanpatokanberperilakumanusia
yang dianggappantas'’.
II. PEMBAHASAN
2.1. KonsepEx Gratia

Secara umum, ex gratiadapat
dipahamisebagaiprkatik
pembayaranklaimmelalui  kebijaksanaan
untukklaim yang sebenarnyatidak liable.
Pembayaranklaiminidilakukan  semata-
mataataspertimbangantfaktor-faktor non
teknis, termasukbusiness
&msidemrionatauhubunganbajk. Artinya,
ex-gratia yaitu suatu pembayaran ganti
rugi yang dilakukan oleh perusahaan
asuransi kepada Tertanggung, untuk
suatu  kalim yang semestinya tidak
menjadi tanggung jawab Penanggung
berdasarkan persyaratan polis atau tidak
dijamin dalam kondisi polis, namun
karena beberapa pertimbangan komersil,
maka Penangging menyetujui untuk
membayar sebagian atau seluruhnya
kerﬁan tersebut.

Menurut Black’® Law Dictionary, ex

gratiaberasaldari Bahasa Latin yang

YWAmiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar
Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT. Raja
Grafindo Persada, 2006) hlm 118.

dalam Ba'nasa Inggrisdisebutdengan “by
favor”. Ex Gratia Payment adalah A
payment not legally required; esp an
insurance payment not requied to be
made under an insurance policy. Klaim
yang diajukan oleh
tertanggungtidakmemenuhiketentuanpert
anggungan,
sehinggapenanggungtidakmemilikikewaji
banuntukmembayarkanklaim. Namun di
dalampraktikusahaperasuransian,
acapkalipenanggungtidaksertamertameno
lakklaimtertanggung.
Denganpertimbanganhubunganbaikyang
terbinaselamaini,
atauuntukmenghindarkankasusberlanjutk
emejapengadilan,
makapenanggungmembayarkanklaimters
ebutdengan basis ex gratia''. Atas dasar
inilahex gratiadapat
dipahamisebagaipembayaranklaimsecara
kebijaksanaanwalaupunklaim yang
sebenarnyatidakdiperbolehkanmendapatk
ansantunan.

Merujuk pada uraian di atas, klaimex-
gratiamerupakanpembayaranklaimatassu
aturesiko  yang dijamindalam polis,
namunberdasarkankenyataan yang
sebenarnyakondisi yang tercantumdalam

polis kurangmemenuhipersyaratanteknis

UKun Wahyu Wardana, Hukum Asuransi
Proteksi Kecelakaan Transportasi, (Bandung:
Mandar Maju, 2009), hlm 103
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vang diperlukan.'> Akan tetapi, klaim
perjanjian asuransi yang penyelesaiannya
secara ex gratia biasanya pembayaran
tidak dilakukan secara penuh (full
payment) sebesar nilai claim adjustment
atau kerugian keuangan yang benar-benar
dialami oleh tertanggung, tetapi lebih
rendah dan berdasarkan persetujuan dari
penanggung. Kelebihan dari penyelesaian
sengketa klaim perjanjian asuransi secara
ex gratia adalah efisien biaya jika
dibandingkan dengan penyelesaian klaim
diluar pengadilan yang lainnya seperti
mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Atas dasar itulah, ex-gratiadapat
dikategorikan sebagai penyelesaianklaim
perjanjianasuransi yang
didasarkanatasadanyahubunganbaikantara
keduabelahpihak yang
salingmengikatkandiri.
Pembayaranklaimex-
gratiamemangtidakdalamjumlah yang
sepenuhnya,
namunpenyelesaianklaimperjanjian
asuransimasihtetapbisaberjalan dan
ahliwarismasihbisamenerimamanfaatdari
uangsantunan yang diberikan oleh
perusahaanasuransisebagaipenggantianpr
emi yang  sudahdibayarkan  oleh

tertanggungsemasahidupnya.

?Kurland, O.M, “Combating insurance fraud”,
Risk Management, Vol. 39, No. 7, 1992,

™
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Selain  itu, penyelesaian klaim
asuransi melalui ex gratia secara bisnis
dapatmeningkatkanhubunganbaikantarate
rtanggung dan
penangungsertameningkatkankepercayaa
ntertanggungkepadapenanggung.
Penanggungakanmendapatkandampakpos
itifdengantimbulnyakepercayaandariterta
nggung yang
memungkinkanbertambahnyaprospekbisn
iskedepanbaikdaritertanggungsendirimau
pundarirekanantertanggung,
karenajaringanbisnissertakepercayaanmer
upakan modal
dasarbagisuatuperusahaanasuransidapatm
eningkatkanbisnisnya.'?

22. PenggunaanEx
GratiaDalamPenyelesaian
KlaimPerjanjian Asuransi

Penyelesaianklaimperjanjianasuransi
melalui ex gratia pada hakikatnya belum
banyak diketahui oleh publik. Hal ini
disebabkan belum ada aturan yang secara
spesifik mengaturnya.Artinya,
aturanhukumnormatif yang ada di
Indonesia belummenyatakansecarategas
dan jelas
(explisit)prosedurpenyelesaianklaimperja

njianasuransisecarakebijaksanaan (ex

3Belhadji, E.B., Dionne, G. and Tarkhani, F., “'4
Model for the Detection of Insurance Fraud’,

The Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues
and Practice, 25 (4), 2000, pp. 517-539.
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gratia)  dapatdilaksanakan.  Bahkan,
Undang-UndangNomor 40 Tahun 2014
TentangPerasuransian  dan  Undang-
UndangNomor 30  Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan
AlternatifPenyelesaianSengketatidakmen
gaturtehnispelaksanaanpenyelesaianklaim
perjanjianasuransisecaraex gratia.

Akan  tetapi  ketentuan  yang
tercantumdalampasal 31 butir (3) dan (4)
Undang-UndangNomor 40 Tahun 2014
TentangPerasuransian seringkali
digunakan sebagai argumen untuk
melaksanakan penyelesaian klaim
perjanjian asuransi secara ex gratia.
Alasannya, adalah  karena  dalam
ketentuan ini diatur bahwa perusahaan

ransi diwajibkan untuk menanggani
klaim dan keluhan melalui proses yang
cepat sederhana, mudah diakses dan adil,
serta perusahaan asuransi dilarang
melakukan  tindakan  yang  dapat
memperlambat penyelesaian atau
pembayaran klaim.

Atas dasar itulah penyelesaian klaim
perjanjian asuransi melalui ex gratia
seringkali ditempuh oleh perusahaan-
perusahaan asuransi di
Indonesia.Umumnya, penyelesaian klaim
perjanjian asuransi melalui ex-gratia
merupakan alternatif ~ penyelesaian

sengketa klaim yang ditawarkan oleh

pihak tertanggung atas dasar kepentingan
untuk melindungi para pihak guna
menghindari penyelesaian sengketa klaim
melalui jalur litigasi sebagai upaya
terakhir (altimum remedium).

Penyelesaian klaim perjanjian
asuransi secara ex gratia memiliki
kelebihan yang relative positif dalam
beberapa hal yang diantaranya, pertama,
efisien biaya jika dibandingkan dengan
penyelesaian klaim diluar pengadilan
yang lainnya seperti mediasi, konsiliasi
atau arbitrase. Karena
denganmelibatkanpihakketigabaikitu
mediator maupun arbiter
sudahpastiakanadabiayatambahan  yang
harusdikeluarkansebagaifeeuntuk
mediator atau arbiter.

Kedua efisienwaktu,

karenapenyelesaianinilebihbersifatnegosi

asiantara para pihak yang
bersengketamaka agenda
penyelesaiannyaakanlebihmudah dan
cepat.

Ketiga kerahasianlebihterjagakarenapeny
elesaianhanyadilakukan oleh para pihak
yang bersengketa,
untukpelakubisnistermasukperasuransian
halinidapatmenjagacitraatauimageperusah
aan di masyarakat.
Keempat,pelaksanaanpenyelesaianakanle

bihyakinataupasti,

—
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karenamerupakanhasilkesepakatan  para

pihak dan para
pihakakanmerasakantidakada yang
kalahataumenang.

Penyelesaianklaimperjanjianasuransis
ecaraex
gratiatersebutsebenarnyamerupakanperw
ujudandarihukumkebiasaandalambisnispe
rasuransianterutamadalammenyelesaikan
klaimasuransi ~ yang diajukan  oleh
tertanggung.
Sehinggaberdasarkanteorihukumkeberhas
ilanbahwapenyelesaianklaimperjanjianas
uransisecarakebijaksanaan (ex gratia)
diakuidapatmemenuhiteorikeberhasilan,
dimanabanyakkasus banding klaim yang
diajukan oleh
tertanggungdapatterselesaikandenganbaik
(win win  solution)'*.  Atasdasarini,
secarateoritikbahwapenyelesaianklaimper
janjianasuransisecaraex
gratiadapatmemenuhiasaskemanfaatan
Jteorikeberhasilanhukum dan
teorikepastianhukumsertatidakadapelangg
aranterhadapundang-undang yang berlaku

di Indonesia.

1R A Diah Irianti Permana Sari, Penyelesaian
m'm Perjanjian Asuransi Secara Ex Gratia
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014 Tentang Perasuransian Dan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Journal Of
Law Pamulang Law Review, Volume 2 Issue 1,
Agustus 2019, Page. 47-54

™

Klaimperjanjianasuransi yang
penyelesaiannyasecaraex
gratiabiasanyadisebabkankarenapembaya
rantidakdilakukansecarapenuh (full
payment), dengan kata lain
tidakdibayarsesuaidengannilaiclaim
adjustmentataukerugiankeuangan  yang
benar-benardialami oleh tertanggung,
tetapilebihrendah dan
berdasarkanpersetujuandaripenanggung.
Setidaknyaadabeberapafaktorpenyebabpe
nyelesaianklaimperjanjianasuransidiseles
aikanmelaluiklausulex
gratiadiantaranyaadalahtertanggungmeru
pakannasabah loyal
(telahmengcoverasuransi pada
penanggung yang samaselamabertahun -
tahun),  tertanggungmerupakanpriority
customer, yaitunasabah yang
telahmemberikankontribusipremi  yang
besarbagipenanggung dan
tertanggungmemilikiprospekbisniskedepa
n yang baik dan menjanjikan.
Denganpertimbanganhubunganbaik yang
terbinaselamaini,
atauuntukmenghindarkankasusberlanjutk
emejapengadilan,
makapenanggungmembayarkanklaimters

ebutdengan basis ex gratia.

Oleh karenaitulah,
pembayaranklaimsecaraex-gratia di
Indonesia

— K
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seringkalidigunakansebagaialternatifpeny
clesaiansengketaantaratertanggung  dan
penangung. Akan
tetapitidakadanyapengaturanmengenaipe
mbayaranklaimsecaraex-
gratiamemposisikanperusahaanasuransi
pada posisi yang
cukupkuatyaitusebagaipihakpenentudiber
ikannyapembayaranklaimsecaraex-gratia.
Hal
tersebutakanmenimbulkanketidakpastian
mengenaiapakahsetiaptertanggung  yang
klaimasuransinyaditolakdapatmendapatka
npembayaranklaimsecaraexgratia.
Selainitu, dalambisnisperasuransian,
pembayaranex
gratiabisamenjadisaranauntukmenjalinhu
bunganbaikantaratertanggung dan
penangungsertameningkatkankepercayaa
ntertanggungkepadapenanggung.
Penanggungakanmendapatkandampakpos
ititdengantimbulnyakepercayaandariterta
nggungyang
memungkinkanbertambahnyaprospekbisn
iskedepanbaikdaritertanggungsendirimau
pundarirekanantertanggung,
karenajaringanbisnissertakepercayaanmer
upakan modal
dasarbagisuatuperusahaanasuransidapatm
eningkatkanbisnisnya.
BerdasarkanUndang-UndangNomor

40 Tahun 2014 TentangPerasuransian dan

Undang-UndangNomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan
AlternatifPenyelesaianSengketapenyelesa
ianklaimsecaraex
gratiasecarayuridistidakmenyimpangdari
ketentuan yang
tercantumdalamkeduaundang-
undangtersebut.
Sehinggabukanlahsebuahmasalahjikapen
yelesaianklaimmelaluiklausulex  gratia
ditempuh oleh para
pihakdalammenyelesaikanhukumnyadala
mklaimasuransi.

Jika merujuk pada teori kemanfaatan
hukum  (utilitariarisme), penyelesaian
klaim perjanjian asuransi melalui ex
gratia, secara umum bisa memberikan
nilai manfaat bagi para pihak dalam
memecahkan masalah klaim'S. Akan
tetapi jika menggunakan perspektif teori
hukum, tidak
kukuatan hukum yang jelas. Artinya,

kepastian memiliki

penyelesaian  klaim  egx-gratia  di
perusahaan asuransi belum mempunyai
aturan khususuntuk menetapkan kriteria
pemberian
santunanuntukahliwariskarenaklaimgx-

gratiamerupakankebijakandariperusahaand

Sibid
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alampenyelesaian klaim perjanjian

asuransi'®.

Namun, menurut RA. Diah Iriant
Permana Sari, meskipun penyelesaian
klaim ﬁrjanjian asuransi secara ex
gratia, tidak diatur secara eksplisit dalam
UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014
Tentang Perasuransian, akan tetapi secara

implisit Pasal 31 ayat 3 yang menyatakan

bahwa “Perusahaan asuransi,
perusahaan asuransi syariah,
perusahaan  reasuransi,  perusahaan

reasuransi syariah, perusahaan pialang
asuransi dan  perusahaan  pialang
reasuransi syariah wajib  menangani
klaim dan keluhan melalui proses yang
cepat, sederhana, mudah diakses dan
memberikan

adil” ,cukup legitimasi

hukum  terhadap  pelaksanaan  ex
gratiadengan alasan klausul ex gratia
merupakan salah satu upaya penanggung
dalam menyelesaikan klaim secara cepat,
mudah dan adil.

Dalam argumentasi lain, Pasal 6 Ayat
1 Undang-UndangNomor 30 Tahun 1999
TentangArbitrase dan
AlternatifPenyelesaianSengketajuga bisa
dijadikan landasan
penyelesaianklaimperjanjianasuransisecar

aex gratia. Karena  ketentuannya

6Rezha Imadasari, PenyefesaiamaimAsuransi
Jiwa MenurutKlaimEx-Gratia, UNNES LAW
JOURNAL, Vol.2.No 2, 2013, Page;73-78

™

berbunyi; “Penyelesaian sengketa atau

beda pendapat perdata dapat
diselesaikan oleh para pihak melalui
alternatif penyelesaian sengketa yang
didasarkan pada itikat baik dengan
mengesampingkan penyelesaian secara
litigasi di  Pengadilan” Artinya jika
terjadi sengketa klaim maka para pihak
berdasarkan pasal ini dapat
menyelesaikan dengan i’tikad baik dan
sepanjang tidak melanggar hukum
normatif yang berlaku.
23. KeabsahanPenggunan Ex Gratia
dalamPenyelesianKlaimAsuransidalm
PerspektifTeoriKepastianHukum
Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa
RA DiahlriantiPermana
Sari'’dalamartikelnya,
mengatakanbahwapenyelesaianklaimper;j
anjianasuransisecarayuridisbisamerujuk
pada Undang-UndangNomor 30 Tahun
1999 TentangArbitrase dan
AlternatifPenyelesaianSengketa, Pasal 6.
Dalampasalinidisebutkanbahwa,
“Penyelesaiansengketaataubedapendapat
perdatadapatdiselesaikan  oleh  para

pihakmelaluialternatifpenyelesaiansengk

17 RA DiahlriantiPermana Sari,
PenyelesaianKlaimPerjanjianAsuransiSecara  Ex
Gratia Ditinjau Dari Undang-UndangNomor 40
Tahun 2014 TentangPerasuransian Dan Undang-
UndangNomor 30 Tahun 1999 TentangArbitrase
Dan AlternatifPenyelesaianSengketa, Pamulang
Law Review Journal, Volume 2 Issue 1, agustus
2019, page. 47-54
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eta yang didasarkan pada
itikatbaikdenganmengesampingkanpenyel
esaiansecaralitigasi di Pengadilan”.
Bagisebagiankalanganketentuan  di
atas,
secaraimplisitmembolehkandilaksanakan

nyapenyelesaiankliamperjanjianasuransis

ecaraex gratia. Karena
secaratidaklangsungPasal 6
memberikanlegitimasihukum yang

bisadijadikandasaruntukmenyelesaikande
nganitikatbaik dan
sepanjangtidakmelanggarhukumnormatif
yang berlaku'®.
Penyelesaianklaimperjanjianasuransisecar
akebijaksanaan (ex gratia)
inimerupakanbentukhukumkebiasaandala
mbisnisperasuransiandalammenyelesaika
n banding klaimasuransi yang diajukan
oleh tertanggung.’
Tidakadanyapengaturanmengenaipem
bayaranklaimsecaraex-
gratiamemposisikanperusahaanasuransi
pada posisi yang
cukupkuatyaitusebagaipihakpenentudiber
ikannyapembayaranklaimsecaraex-gratia.
Hal
tersebutakanmenimbulkanketidakpastian
mengenaiapakahsetiaptertanggung  yang
klaimasuransinyaditolakdapatmendapatka

npembayaranklaimsecaraexgratia.

18 Ibid

Akan
tetapidalamteorikepastianhukum,
makapasal 6 Undang-undang No. 30
Tahun 1999
tidakbisadijadikandasaruntukmenyelesaik
anklaimperjaﬁ'ianasuransi begitu juga
dengan UU. No. 40 Tahun 2014 Pasal 31
Ayat 3. Karena
ketentuantersebuttidakmemenuhiunsurke
pastianhukum. Karena
dalamteorikepastianhukum,
bahwaHukumharusdidasarkankepadafakt
a (Tatsachen),
bukandidasarkankepadasebuahrumusante
ntangpenilaian yang nantinyadilakukan
oleh hakim, sepertikemauanbaik dan
kesopanan'?. Fakta yang
dimaksuddisiniialahharuslahdirumuskans
ecarajelasgunamenghindarikekeliruandala
mpenafsiran, selainitu juga
mudahuntukdijalankan.

Roscoe Pound, sebagaimanaditulis
Peter
Marzukidalambukunyamengemukakanke
pastianhukummempunyaiduamakna,
yaitu; sebagaiaturan yang
bersifatumumgunamembuatindividumeng
ertitentangperbuatanapa yang boleh dan

tidakbolehdilakukan dan

YAchmad Ali, MenguakTeoriHukum (Legal
Theory) &TeoriPeradilan  (Judicialprudence)
TermasukUndang-Undang (Legisprudence),
(Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010),
hlm 292-293
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berupakeamananhukumuntuksetiap orang
darikesewenanganpemerintah,
denganadanyaaturan yang
bersifatumumtersebutindividudapatmeng
ertiapasaja yang
bolehuntukdibebankanataudilakukan olch
Negara kepadatiapindividu.
Kepastianhukumberartiterdapatkonsistens
iantara norma hukum dan penjelasannya,
sehingga tidak menimbulkan multi tafsir

asumsi-asumsi  hukum. Karena
kepastian hukum tidaklah hanya berupa
pasal dalam UU?.

Di samping itu, dalam asas kepastian
ﬁkum yang harus dikedepankan adalah
suatu jaminan dimana suatu hukum itu
wajib dijalankan secara baik dan juga
secara tepat karena tujuan hukum yang
paling utama ialah kepastian. Apabila
tidak terdapat kepastian di dalamnya
maka tidak akan diketahui jati diri serta
makna dari hukum itu sendiri dan bila
sudah terjadi hal seperti itu maka hukum
tak akan lagi dipakai sebagai pedoman

dalam berperilaku oleh setiap orang.

Eksistensi kepastianhukumdalam
sistem hukum suatu Negara
berkonsckwensi

padaadanyapengaturanhukumnya  yang

terwujud di suatuperundang-undangan

2peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu
Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008), hlm 137

™

yang dibuat oleh pemerintah secara jelas
dan explisit.

Peraturanperundangantersebutialahsistem

hukum  yang  berlakuyaitu  yang
tidakdidasarkan pada
keputusansesaatsaja.

Asaskepastianhukumyang dimaksud
disini merupakansebuahkonsephukum
gunamemastikanbahwahukumitudapat
dipahami dengan baik dan
telahdilaksanakansecarabaikhinggatidak
menimbulkankerugianapapunbagisiapasaj
h Artinya, hukum harus punya sifat
mengayomi dan melindungi masyarakat
dari berbagai tindak kejahatan, pelecehan
dan kesewenangan pada individu ataupun
kelompokserta harus dijadikan sebagai
pedoman hidup bagi setiap orang.

Untuk itulah hukum harus
diupayakan agar tidak bertentangan dan
juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa
dimengerti  serta  dipahami  oleh
masyarakat umum.
Untukitupengertianasaskepastianhukum
dan
keadilanberlakutidaksurutjaditidakmerusa
ksistemintegritas yang sudahadaserta
yang terkaitdenganperaturan juga
pelaksanaannya.
Kepastianhukumdibentukdenganharapanb

isamemberikanpengertiankepadamasyara

katuntukselalubersikap juga
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berpikirpositif pada hukum Negara yang
sudahditengykan. Dengan begitu,
ketentuan UU. No. 30 Tahun 1999 dan
UU. No. 40 tahun 2014 tidak bisa
dijadikan dasar penyelesaian klaim
perjanjian asuransi secara ex gratia
karena tidak memenuhi unsur kepastian
hukum.
III. KESIMPULAN
Berdasarkan paparan dan analisis di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa,
penyelesaian klaim perjanjian asuransi
melalui ex gratia tidak memiliki kekuatan
hukum yang jelas walaupun bisa
dikategorikan  sebagai bagiann dari
penyelesaian perkara non litigasi. undang
-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, dan Undang Nomor 40 Tahun
2014 tidak secara spesifik mengatur
tentang ex gratia dalam klaim perjanjian
asuransi. Sehingga dalam perspektif teori
kepastian hukum, kedua undang-undang
ini tidak memiliki kepastian hukum.
Karena suatu  produk  perundang-
perundangan yang memiliki unsur
kepastian hukum tidak merujuk pada
makna-makna implisit tapi pada makna
explisit. Dengan demikian, penyelesain
klaim perjanjian asuransi secara ex gratia

dua makna yaitu, pertama tidak memiliki

kekuatan yang kuat sehingga berpotensi

menimbulkan ketidakadilan. Kedua, ex
gratia ini bisa digunakan sebagai sarana
menyelesaikan klaim perjanjian asuransi
karena didalamnya tidak ada pelanggaran

norma hukum.
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